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ABSTRAK

Panti asuhan merupakan suatu yayasan sosial yang didirikan untuk memenuhi 

kebutuhan anak asuhnya.Salah satu panti asuhan yang ada dikota Palembang dan 

menjadi objek dari penulisan skripsi ini adalah panti asuhan Al-Amahtl Khair Lunjuk 

Jaya Bukit Besar. Untuk mewujudkan tujuan dari panti asuhan dibutuhkan beberapa 

faktor pendukung agar kegiatan panti asuhan dapat terlaksana. Namun dalam 

kenyataannya untuk mencapai tujuan tersebut banyak hambatan yang harus dihadapi 

oleh pengurus panti asuhan, salah satu hambatan yang sangat mendasar adalah 

perbedaan agama antara wali dan calon anak angkat serta budaya masyarakat 

Indonesia yang merasa malu apabila menitipkan anaknya di Panti asuhan. Alasan 

inilah yang melatar belakangi ketertarikan penulis untuk menulis skripsi dengan 

permasalahan diantaranya adalah : bagaimana prosedur perwalian anak menurut pasal 

50-54 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Panti asuhan Al- 

Amalul Khair Lunjuk Jaya Bukit Besar Palembang; serta faktor-faktor apa saja yang 

mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan perwalian anak Panti Asuhan Al- 

Amalnl Khair Lunjuk Jaya Bukit Besar Palembang. Panti Asuhan mempunyai 

peranan yang sangat penting sebagai yayasan sosial untuk memenuhi kesejahteraan 

anak yatim piatu ataupun anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Sangat 

di perlukan kerjasama yang baik antara pengurus Panti asuhan dengan orang tua yang 

telah menitipkan anaknya sehingga dapat mendukung pemenuhan kesejahteraan anak 

asuh, serta dibutuhkan donatur agar kegiatan Panti asuhan yang salah satunya adalah 

sekolah bagi anak yang tidak mampu dapat terlaksana dengan baik. Dengan keadaan 

seperti itu maka tujuan dari Panti Asuhan akan tercapai.

Kata Kunci: Penvalian, Anak, Panti Asuhan
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga memiliki peranan yang penting dalam pembangunan bangsa dan

terkecil dalam masyarakat keluarga merupakankarena dalam satuannegara,

landasan utama dalam pembentukan bangsa dan negara. Kesejahteraan dan

menentukan kesejahteran dan kebahagiaankebahagiaan hidup keluarga 

masyarakat dan negara, sebaliknya telah merusak tatanan kehidupan keluarga,

serta kehidupan masyarakat dan Negara di Republik Indonesia.

Mengingat peranan yang dimiliki keluarga sangat penting bagi tegak dan 

sejahteranya masyarakat dan negara, maka negara membutuhkan tata tertib dan 

kaidah-kaidah yang mengatur tentang keluarga. Sehingga muncul istilah hukum 

keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan 

hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan 

karena perkawinan, termasuk di dalamnya adalah perkawinan, kekuasaan orang 

tua, perwalian, pengampuan dan keadaan tidak hadir. 1

Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat selalu terjadi hubungan antara 

satu individu dengan individu lain. Hubungan tersebut terwujud dalam suatu

Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Bina Aksara,
Jakarta 1986, hal 93

1
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proses interaksi sosial yang di dalam interaksi tersebut terjadi hubungan yang timbal

balik antar anggota masyarakat.

Setiap manusia dalam aktivitasnya mempunyai tujuan yang sama yaitu 

kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan dasar tersebutuntuk memenuhi

meliputi kebutuhan untuk melangsungkan keturunan, mempertahankan diri dan 

kebutuhan pengakuan akan keberadaannya. Untuk memenuhi kebutuhan untuk 

melangsungkan keturunan manusia melangsungkan suatu perkawinan. Dalam 

perkawinan diharapkan lahirnya seorang anak yang akan meneruskan garis

keturunan.

Dalam perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita jika 

mempunyai anak, anak tersebut menjadi anak yang sah dari kedua orang 

tuanya. Anak-anak yang belum dewasa tidak wenang melakukan perbuatan 

hukum sendiri, baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga diperlukan adanya

orang dewasa yang melakukan perbuatan hukum untuk anak tersebut.

Disinilah pentingnya kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa,

kekuasaan orang tua meliputi 2 hal yaitu:

1. Kekuasaan orang tua terhadap diri si anak.

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan 

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu

kawin atau dapat berdiri sendiri. Selain itu dalam Pasal 298 ayat 2 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa orang tua
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dan mendidik anak mereka yang belum dewasa.wajib memelihara 

2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda si anak, yang meliputi.

a. Pengurusan harta benda si anak.

b. Menikmati hasil dari harta benda si anak.

diartikan bahwa orang tua diperbolehkan ikut 

dihasilkan oleh anak mereka, tetapi dengan

Dalam hal ini dapat

menikmati harta benda yang

ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

tidak diperbolehkan memindahkan hak atau

mengingat

Perkawinan bahwa orang tua
1 2ggadaikan barang tetap yang dimiliki oleh anak mereka.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menentukan bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum

men

pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya 

tidak dicabut dari kekuasaannya. Menurut R.Soetojo 

Prawirohamijoyo putusnya kekuasaan orang tua dengan anak teijadi karena:

selama mereka

1. Pencabutan

2. Pembebasan

3. Anak menjadi dewasa

4. Perkawinan sudah putus

Soetojo Prawiro Hamidjo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Alumni, Bandung,
1992, hal. 150
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5. Meninggalnya anak

Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa kekuasan orang tua hanya 

mereka hidup dalam perkawinan, tetapi dalam Pasal 45 ayat (2)

Perkawinan disebutkan bahwa

berlaku selama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

tua berlaku terus sampai anak mencapai kedewasaankewajiban orang

meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Pencabutan kekuasaan orang tua dapat terjadi pada salah satu atau bahkan 

tua dari anak tersebut yang permintaannya dapat diajukan oleh

lurus keatas dan saudara

kedua orang

orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis 

kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang yang ditetapkan dalam

keputusan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, sebab-sebab dapat diajukannya pencabutan kekuasaan orang tua

adalah:

1. Orang tua yang sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.

2. Orang tua yang berkelakuan buruk sekali.

Orang tua yang sudah dicabut kekuasaannya masih tetap berkewajiban

untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam hal dicabutnya kekuasaan orang tua atas anak maka akan timbul

suatu perwalian, sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai

3 Ibid. hal. 157
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belum pernah melangsungkan perkawinan, 

berada di bawah kekuasaan wali.

18 (delapan belas) tahun atau 

yang tidak berada di bawah kekuasaan orang 

Dengan demikian maka yang berada di bawah perwalian adalah

umur

tua

telah dicabut kekuasaannya1. Anak syah yang kedua orang tuanya

sebagai orang tua.

2. Anak syah yang orang tuanya telah bercerai

3. Anak yang lahir diluar perkawinan.4

Dalam hal anak yang orang tuanya bercerai, pada Pasal 45 ayat (2) Undang-

Perkawinan disebutkan bahwa kewajibanUndang No.l Tahun 1974 tentang

berlaku, jadi meskipun telah bercerai anak tetap berada diorang tua tetap

bawah kekuasaan orang tuanya. Perwalian tersebut mengenai pribadi anak 

yangbersangkutan maupun harta bendanya, dan perwalian dapat dilakukan oleh 

setiap orang kecuali yang oleh Undang-Undang ditetapkan tidak bisa menjadi

wali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 379 Kitab Undang-Undang HukumPerdata, 

yaitu mereka yang sakit ingatan, mereka yang belum dewasa, mereka yang ada di 

bawah pengampuan dan mereka yang telah dipecat baik dari kekuasaan orang 

tua maupun dari perwalian. Mengenai cara pengangkatan wali diatur 

dengan Undang-Undang. Dengan diangkatnya seseorang menjadi wali maka

melekat pula kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan terhadap

anak yang ada di bawah perwaliannya dan ketentuan mengenai hal ini diatur

juga dengan undang-undang.

4 R Subekti, Pokok-pokok dari Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1997 hal 44
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tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, belum tentu

hal ini dapat

Anak yang

dan dalamterpenuhi kesejahteraannya 

mengakibatkan anak menjadi terlantar

oleh hal-hal lain seperti kemiskinan yang mengakibatkan tidak

secara wajar

Keadaan terlantar ini juga dapat

disebabkan

terpenuhinya kebutuhan anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial. 

Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab utama dari orang tua dalam 

lingkungan keluarga, tetapi jika hal itu tidak dapat terlaksana maka ada pihak lain 

yang diserahi hak dan kewajiban tersebut. Jika memang tidak ada pihak yang 

dapat melaksanakannya sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 

bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, pelaksanaan

hak dan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi tanggung

jawab negara.

Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang dan atau suatu badan atau 

yayasan. Dalam perwalian yang dilakukan oleh seseorang /yayasan wajib 

menyelenggarakan kepentingan anak yang belum dewasa yang berada di bawah

perwaliannya. Hal itu dilakukan agar seorang anak yang berada di bawah

perwaliannya dapat merasakan cinta kasih dan terlindungi hak-haknya, seolah-olah ia 

berada dalam kekuasaan orang tuanya sendiri. Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa dalam segala hal apabila hakim harus 

mengangkat seorang wali maka perwalian itu dapat diperintahkan dan 

diserahkan pada perkumpulan yang berbadan hukum yang berkedudukan di 

Indonesia. Hal tersebut tergantung pula pada anggaran dasar, akta pendiriannya atau
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bertujuan untuk memelihara dan mengasuh anak-anak 

yang masih dibawah umur untuk waktu yang lama sampai anak itu menjadi 

dewasa.

peraturan-peraturan yang

Pihak yang melaksanakan perwalian diantaranya adalah panti asuhan, untuk 

melaksanaan fungsi perwalian terdapat 

perwalian yang ditentukan dengan undang-undang. Sebagai wali, maka terdapat 

kewajiban-kewajiban yang berkaitan dalam pemenuhan kesejahteraan anak yang 

berada di bawah perwaliannya.

Salah satu lembaga sosial di kota Palembang yaitu panti asuhan Al-Amalul 

Khair yang didirikan pada tahun 1982 di Jalan Lunjuk Jaya Bukit Besar yang 

bertindak sebagai wali dan memiliki tujuan untuk memenuhi kesejahteraan anak

ketentuan-ketentuan mengenai

asuhnya terutama dibidang Pendidikan.

Panti asuhan sebagai lembaga perwalian bertindak sebagai wali bagi anak- 

anak yang mengalami gangguan ekonomi atau anak terlantar. Anak yatim piatu, 

anak terlantar dan anak tidak mampu merupakan anak-anak yang terganggu 

kesejahteraannya sehingga membutuhkan penanganan dari panti asuhan yang 

dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa usaha

kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat, hal yang 

melatarbelakangi diserahkannya seorang anak kepada panti asuhan, diantaranya 

adalah karena faktor ekonomi 

merawat anak tersebut. Orang

yang menyebabkan orang tua tidak mampu 

tua lebih memilih untuk menyerahkan anaknya
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anak tersebut dapat hidup layak. Penyebab yang lain

dan tidak ada yang bersedia

ke panti asuhan agar

adalah karena meninggalnya kedua orang

anak tersebut sehingga kekuasaan untuk merawat anak diserahkan pada 

panti asuhan. Hal lain yang sering terjadi adalah penelantaran terhadap anak,

tua

merawat

disebabkan anak lahir di luar kehendak orang tuanya.yang

Dengan diserahkannya anak-anak tersebut pada panti asuhan maka 

mereka akan mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang 

Dengan demikian bahwa tujuan menyelenggarakan panti asuhan adalah bahwa dalam 

jangka waktu tertentu memberikan pelayanan sosial yang meliputi perawatan,

rehabilitasi serta kemudian

lebih baik.

bimbingan, pendidikan, pengembangan dan 

menyerahkan mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup lebih 

layak dan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya terhadap diri sendiri,

keluarga maupun masyarakat. Sedangkan fungsi panti asuhan adalah sebagai 

pengganti keluarga dalam mengembangkan pribadi anak yang meliputi aspek fisik, 

psikis maupun sosial untuk menyiapkan anak-anak asuh yang berdiri sendiri dan 

bertanggung jawab baik dalam ekonomi, mental maupun sosial.

Dengan demikian tugas wali sangat berat dan penuh tanggung jawab,

maka dengan ditunjuknya seseorang atau badan menjadi wali menuntut 

tanggung jawab yang besar akan tugasnya. Sesuai dengan Pasal 51 Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seorang wali harus 

beritikad baik dalam melaksanakan tugas perwaliannya, sebab anak yang 

dibawah perwaliannya tersebut bukan darah dagingnya sendiri. Hal ini dapat
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baikdiiunjukkkan dengan memberikan perhatian dan pemeliharaan yang 

daiam hal pendidikan, kesehatan maupun kasih sayang Pada garis besarnya 

perwalian sama dengan kekuasaan orang tua daiam pemeliharaan anaknya, 

hanya perbedaannya bahwa kekuasaan orang tua meliputi segala segi 

kehidupan anak baik secara pribadi, harta kekayaan anak maupun dalam bidang 

hukum perdata maupun pidana sedangkan menurut Pasal :?0 ayat (2) Lndang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 kekuasaan wali hanya meliputi pribadi anak dan harta 

bendanya saja. Luasnya perwalian terhadap diri anak adalah seluas seperti apa 

yang menjadi kewajiban hukum pada pelaksanaan kekuasaan orang tua, yang 

meliputi pemeliharaan kesejahteraan jasmani dan rohani anak. '

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis berkeingian untuk 

menelaah lebih jauh dan mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul Perwalian 

anak di panti asuhan Al-Amalul Khair Lunjuk Jaya Bukti Besar Palembang (Tafsiran 

terhadap Pasal 50 - 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang (Perkawinan)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kewajiban Para pihak dalam pelaksanaan perwalian 

anak menurut Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun

5 Zulkhair, Dasar Perlindungan Hukum dan Anak, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
2003, hal. 76
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1974 tentang Perkawinan (di Panti Asuhan Al-Amalul Khair Lunjuk Jaya 

Bukti Besar Palembang) ?

2. Faktor-faktor apa saja yang

pelaksanaan perwalian anak Panti Asuhan Al-Amalul Khair Lunjuk Jaya

Bukti Besar Palembang ?

mendukung dan menghambat dalam

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada perwalian anak di panti 

asuhan di Al-Amalul Khair Lunjuk Jaya Bukti Besar Palembang (Tafsiran terhadap 

Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan) tanpa menutup kemungkinan pada hak-hak yang ada sangkut pautnya

dengan pokok permasalahan.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi adalah :

1. Untuk menganalisa prosedur pelaksanaan perwalian anak pada Panti

asuhan Al-Amalul Khair Lunjuk Jaya Bukti Besar Palembang (Tafsiran 

terhadap Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan)

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan 

perwalian anak pada Panti Asuhan Al-Amalul Khair Lunjuk Jaya Bukti 

Besar Palembang
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ini adalahmanfaat atau kegunaan yang diperoleh dari penelitianAdapun

sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Sebagai tolak ukur dalam penerapan perwalian anak (tafsiran terhadap 

Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan)

2. Memberikan bentuk sumbangan ilmu dalam rangka pencapaian tujuan 

hukum, yaitu menciptakan suatu bentuk kepastian hukum

3. Sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum 

perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan 

sebagai pengabdian pada Almamater.

b. Manfaat Praktis

1.

1. Dijadikan sebagai acuan untuk membantu perwalian anak (sebagai tafsiran

terhadap Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan)

2. Dijadikan sebagai masukan dan saran bagi masyarakat agar lebih berhati-

hati dalam penyerahan anak di Panti Asuhan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan masukan bagi 

masyarakat dalam penyerahan anak di Panti Asuhan apabila ditafsirkan dengan 

Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan.
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E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum dimana 

sumber data utamanya adalah data primer dan didukung oleh data sekunder sebagai 

penunjang berupa hasil studi pustaka lalu akan diadakan wawancara dengan pihak 

Panti Asuhan Al-Amalul Khair Lunjuk Jaya Bukti Besar Palembang. Pengolahan dan 

analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum 

sosiologis yaitu data primer, data sekunder, maka dalam mengolah data dan 

menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan dari berbagai penafsiran 

yang dikenal dalam ilmu hukum.6

2 Jenis dan Sumber data

a Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder, yaitu data-data 

yang diperoleh dari lapangan maupun bahan bacaan yang berhubungan dengan 

permasalahan atau disebut juga Studi Kepustakaan yaitu yang berkaitan 

dengan perwalian anak di Panti Asuhan Al-Amalul Khair Lunjuk Jaya Bukti 

Besar Palembang, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil 

penelitian berwujud laporan dan sebagainya. 

b. Sumber Data

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui 

metode wawancara, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari

6 Sutrisno Hadi, Meodelogi Research, jilid ke 2, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hal. 56
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buku-buku literatur yang didapatkan dari perpustakaan dengan mempelajari 

bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan tanggung jawab Data 

Sekunder ini jenis data (bahan hukumnya) adalah :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan

c. Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, yaitu

a. Buku-buku Literatur,

b. Hasil-hasil penelitian, Sosialisasi,

c. Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dengan

obyek-obyek kajian penulisan.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kepustakaan dengan 

Studi lapangan. Untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan dengan 

mengumpulkan serta mengkaji literatur yang mempunyai relevansi dengan 

permasalahan yang dibahas, termasuk peraturan perundang-undangan 

berkaitan dengan perwalian anak.

cara

yang
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4. Teknik Pengolahan data

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada pengurus 

panti Asuhan Al-Amalul Khair Lunjuk Jaya Bukti Besar Palembang sedangkan 

data sekunder mengenai perwalian anak di Panti Asuhan Al-Amalul Khair 

Lunjuk Jaya Bukti Besar Palembang ( tafsiran terhadap Pasal 50 sampai 

dengan 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) yang 

berhasil dihimpun kemudian dan diseleksi, diolah, dianalisis secara deskriptif

kualitatif, dan dengan mengunakan metode pemikiran deduktif, secara

sistematis akan dibuat suatu kesimpulan sebagai jawaban permasalahan

mengenai Perwalian anak Panti Asuhan (sebagai tafsiran terhadap Pasal 50

sampai dengan 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
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